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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analis yang telah Peneliti uraiakan di atas, berikut akan 

disampaikan kesimpulan dan saran, sebagai berikut: 
  

A. Kesimpulan 

1. Cashback memenuhi seluruh unsur untuk dapat dikategorikan sebagai 

penghasilan yang dapat dikenakan pajak sebagaimana ketentuan Pasal 

4 ayat 1 UU PPh. Pertama, tambahan saldo ataupun poin yang yang 

diterima oleh konsumen dari dari platform e-commerce merupakan 

tambahan kemampuan ekonomis bagi penerima cashback. Kedua, 

penggunaan cashback pada pembelanjaan berikutnya maupun sebagai 

investasi memenuhi unsur dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan. Ketiga, cashback yang berasal dari platform e-

commerce merupakan penghasilan bagi penerima cashback tanpa 

melihat dari mana sumber penghasilan tersebut. Keempat, cashback 

berupa tambahan saldo atau poin merupakan penghasilan dalam nama 

dan bentuk apapun. 

2. Mempertimbangkan masifnya pemberian cashback dan nominal 

pemberian cashback yang relatif kecil, penerapan withholding tax dengan 

skema PPh final yang penghitungan pajak terutangnya didasarkan pada 

jumlah cashback yang diterima atas setiap transaksi merupakan 

rekomendasi kebijakan yang paling efektif untuk diterapkan. Withholding 

tax memberikan kemudahan bagi penerima cashback selaku subjek pajak 

penghasilan dari transaksi cashback dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya. Penunujukan pihak ketiga sebagai pemotong pajak juga 

dapat meminimalisir admistration cost dan compliance cost baik bagi 

otoritas perpajakan maupun penerima cashback. Dilain sisi penerapan 

withholding tax dapat menambah beban administrasi bagi platform e-

commerce. Dalam hal penentuan tarif pajak yang efektif dalam 

pengenaan pajak penghasilan atas cashback perlu dibuat kajian yang 

lebih mendalam, agar jangan sampai tarif pajak yang tidak efektif justru 
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akan menghambat pertumbuhan e-commerce dan menurunkan minat 

masyarakat untuk melakukan transaksi pada platform e-commerce. 

 

B. Saran 

1. Undang-undang Pajak Penghasilan dan ketentuan perpajakan yang ada 

saat ini belum ada yang mengatur secara khusus terkait dengan pajak 

penghasilan atas cashback. Melihat terdapatnya potensi pajak atas 

cashback diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat melalui Direktorat 

Peraturan Perpajakan II dapat merumuskan suatu ketentuan perpajakan 

atas cashback yang melingkupi subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, 

dasar pengenaan pajak serta sistem pemungutan pajak dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah yang berfungsi sebagai payung hukum agar dapat 

mengakomodir pengaturan pajak penghasilan atas cashback.  

2. Penerapan withholding tax dalam pemungutan pajak penghasilan atas 

cashback harus diikuti dengan pengaturan terkait dengan simplikasi bukti 

pemotongan pajak, mengingat aturan terkait dengan hal tersebut saat ini 

belum mengakomodir transaksi yang sifatnya masif seperti cashback. 

Dalam withholding tax, pemotong pajak yang ditunjuk harus membuat 

bukti potong atas setiap transaksi dan penerima cashback harus 

melaporkannya dalam SPT Tahunan. Selain itu juga diperlukan 

pengaturan mengenai kode pajak dan kode jenis setoran khusus atas 

cashback untuk memudahkan otoritas perpajakan untuk melakukan 

pengawasan.  
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Lampiran 1 

Daftar Pertanyaan Utama kepada Key Informan 

 

No SubBagian Key Informan Daftar Pertanyaan Utama 

1. Perkembangan 

e-commerce di 

Indonesia dan 

Potensi  

1. Badan 

Kebijakan 

Fiskal 

2. Direktorat 

Peraturan 

Perpajakan 

II 

3. Akademisi 

1. Bagaimana pandangan Saudara 

terkait dengan perkembangan 

industri e-commerce di 

Indonesia?  

2. Atas perkembangan yang 

terjadi, apakah berdampak pada 

penerimaan Pajak di Indonesia?  

3. Bagaimana pandangan Saudara 

terkait dengan perkembangan 

cashback yang saat ini marak 

digunakan sebagai sales 

promotion pada industri e-

commerce?  

4. Bagaimana pendapat Saudara 

terkait dengan cashback, jika 

dilihat dari sisi pelaku e-

commerce dan penerima 

cashback?  

5. Bagaimana potensi penerimaan 

pajak atas cashback? Apakah 

jumlahnya signifikan terhadap 

tax revenue?  

6. Jika iya, apakah diperlukan 

ketentuan perpajakan khusus 

yang mengatur mengenai 

cashback khususnya pada 

industri e-commerce?  

7. Apakah terdapat rencana dari 

DJP untuk merumuskan 
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kebijakan perpajakan 

khususnya atas transaksi 

cashback, maka bagaimana 

sebaiknya atas cashback ini 

diperlakukan?  

2. Kebijakan 

Perpajakan 

Atas Cashback 

Yang Saat ini 

Ada 

1. Badan 

Kebijakan 

Fiskal 

2. Direktorat 

Peraturan 

Perpajakan 

II 

3. Akademisi 

 

1. Apabila dilihat dari konsep 

penghasilan (SHS Concept) 

yang dianut di Indonesia, apakah 

cashback yang diterima oleh 

penerima cashback dapat 

dikategorikan sebagai 

penghasilan? Apakah 

penerimaan yang berasal dari 

cashback dapat menjadi salah 

satu objek Pajak? 

2. Apabila dilihat dari sisi 

masyarakat, apakah cashback 

merupakan penghasilan ditinjau 

jika dilihat dari UU Pajak 

penghasilan?  

3. Saat ini terdapat 2 ketentuan 

perpajakan terkait dengan pajak 

penghasilan atas hadiah dan 

penghargaan yaitu SE-

24/PJ/2018 dan PER-

11/PJ/2015. Apakah kedua 

aturan tersebut telah cukup 

mengakomodir perkembangan 

transaksi cashback yang terjadi 

saat ini? 

4. Jika tidak bagaiamana 

seharusnya cashback 

diperlakukan? 
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5. Saat ini, belum ada ketentuan 

perpajakan yang secara khusus 

dan rijid mengatur mengenai 

cashback, bagaimana ketentuan 

perpajakan yang ada saat ini 

apakah sudah dapat 

mengakomodir terkait dengan 

pemajakan atas cashback? 

Perlukah peraturan pajak secara 

khusus mengenai cashback di 

Indonesia? 

6. Apakah sebelumnya pernah 

dilakukan perumusan kebijakan 

perpajakan khususnya yang 

mengatur terkait dengan 

cashback pada indutrsi e-

commerce? Jika pernah, 

bagaimana perkembangan saat 

ini? 

3. Pandangagan 

Atas Alternatif 

Kebijakan 

Perpajakan 

Atas Cashback 

1. Badan 

Kebijakan 

Fiskal 

2. Direktorat 

Peraturan 

Perpajakan 

II 

3. Akademisi 

4. Pelaku e-

commerce 

5. Penerima 

Cahsback 

1. Apabila cashback akan 

dikenakan pajak, bagaimana 

alternatif kebijakan perpajakan 

yang paling efektif? Apakah 

dipotong langsung oleh 

perusahaan atau dihitung sendiri 

oleh konsumen? Jika dipotong 

langsung kapan waktu 

pemotongannya? 

2. Bagaimana dengan sifatnya 

apakah lebih tepat bersifat final 

atau non final? 

3. Bagaimana penghitungan pajak 

terutangnya, dilihat dari dasar 
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pengenaan pajak dan tarif 

pajaknya? 

4. Apakah kendala-kendala yang 

mungkin muncul dari setiap 

alternatif tersebut dilihat dari sisi 

pelaku e-commerce maupun 

masyarakat? 

5. Apakah keuntungan dari setiap 

alternatif kebijakan tersebut 

dilihat dari sisi pelaku e-

commerce, masyarakat maupun 

negara? 

6. Bagaimana tantangan yang akan 

dihadapi baik oleh pemerintah, 

masyarakat maupun pelaku e-

commerce atas penerapan 

alternatif kebijakan yang 

disampaikan? 

4. Pemanfaatan 

e-commerce 

Penerima 

Cashback 

1. Seberapa sering anda melakukan 

pembelanjaan melalui e-

commerce? 

2. Berapa jumlah uang dalam 

sebulan yang anda habiskan 

untuk melakukan pembelanjaan 

tersebut? 

3. Apakah atas pembelanjaan 

tersebut Saudara pernah 

menerima promo berupa 

cashback? 

4. Berapa total cashback yang anda 

dapatkan setiap kali melakukan 

pembelanjaan? Total dalam 

sebulan? 
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5. Apakah dengan adanya promo 

berupa cashback, menjadikan 

minat belanja Saudara menjadi 

meningkat? 

6. Apakah atas cashback yang anda 

terima dapat digunakan kembali 

untuk melakukan pembelanjaan 

berikutnya? 

5. Sales 

Promotion dan 

Perlakukan 

Atas Cashback 

Pelaku e-

commerce 

1. Bagaimana proses bisnis yang 

dijalankan oleh Perusahaan 

untuk mempertahankan 

eksistensinya?  

2. Bagaimana pengaruh sales 

promotion bagi perusahaan 

untuk tetap bersaing dengan 

pihak lain? Posisi cashback 

sebagai sales promotion seperti 

apa persentasenya 

dibandingkan bentuk promosi 

lain? 

3. Jenis sales promotion apa yang 

diberikan oleh Perusahaan? 

4. Bagaimana posisi cashback 

sebagai salah satu sales 

promotion yang diberikan 

perusahaan? 

5. Bagaimana mekanisme dan 

prosedur pemberian cashback? 

6. Selama ini atau dalam 1 tahun 

berapa dana yang dikeluarkan 

oleh Perusahaan dalam 

pemberian cashback kepada 
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konsumen sebagai bentuk 

promosi? 

6. Perlakukan 

Atas Cashback 

Dari Sisi 

Masyarakat 

Penerima 

Cashback 

1. Apakah Saudara mengetahui 

terkait dengan ketentuan 

cashback secara perpajakan? 

2. Apakah atas cashback yang 

diterima tersebut pernah 

dikakukan pemotongan pajak 

oleh pihak e-commerce? 

3. Apakah Saudara pernah 

melaporkan penerimaan 

cashback tersebut dalam SPT 

tahunan? 
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Lampiran 2 

Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan  

Politeknik STIA LAN Jakarta 
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Lampiran 3 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 4 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

a. Identitas Mahasiswa 
 

Nama : Dewi Yuliany Saragih 

Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 3 Juli 1987 

Agama : Kristen Protestan 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Nama Instansi : Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia 

Jabatan : Pelaksana Seksi Advokasi IV, SubDirektorat 

Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II 

Alamat Rumah : Citragran, Cluster The Meadows, Blok L6 No. 20, 

Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi 

Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Kav 40-42, Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan 

Email : dewiyulianysaragih@gmail.com 

 

b. Pendidikan Formal 
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Pendidikan 
Nama Institusi Tempat 

Tahun 

Masuk Keluar 

Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 

Jonggol II 

Jonggol 1993 1999 

Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) 

SLTP Negeri 1 

Jonggol 

Jonggol 1999 2002 

Sekolah Menengah 
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SMA Negeri 3 
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Strata I Fakultas Hukum 
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c. Pendidikan Non-Formal  
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Pelaksana 15/08/2014 

Seksi Bantuan Hukum IV, 

Direktorat Peraturan Perpajakan II 

Pelaksana 17/07/2017 

Seksi Advokasi IV, Direktorat 

Peraturan Perpajakan II 

Pelaksana 08/07/2019 

 


